KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 749 TAHUN 2016
TENTANG

PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI 1ZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH ALIYAH BAITURRAHMAN SUKANAGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang . a, bahwa setiap madrasah wajib memiliki izin

O

Mengingat N %

pendirian/operasional madrasah sebagal legalitas formal
terhadap cksistensi lembaga pendidikan tersebut:

bahwa  se¢hubungan dengan adanva surat  Yayasan
Baiturrahman Sukanagara nomor 030/YAB/VII/2016 Tanggsl
02 Agustus 2016 periha! Permohonan Penerbitan Surat
Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang
atas Madrasah Aliyah Baiturrahman Sukanagara yang
dinyataken hilang berdasarkan Surat Tanda Penerimaan
Laporan Kehilangan Barang/Surat/Dokumen dari Kepolisian
Sektor Sukanagara nomor 2
STPLK/C/348/VII1/2016/JABAR/RES CJR/SEK SUKANAGARA
Tanggal 02 Agustus 2016;

bahwa Rckomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Cianjur Nomor i B-
6439/KK.10.03/2/PP.00/08/2016 tanggal 2 Agustus 2016
perinal Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian
Madrasah Swasta Karena Hilang atas nama Madrasah Aliyah
Baiturrahman Sukanagara periu diterbitkan sebagai
perwujudan akuntebilitas publik dalam pengelolaan pendidikan:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam buruf & huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan
Keputusan Menateri Agama tentang Penrerbitan Keputusan
Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Aliyah
Baiturrahmen Sukanagara; oo

Undang-Undang Nomior 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik lnq’onesia
Tehun 2003 Nomor 7%, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoneasia Nomor 4301); .

. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomer 13 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nemeor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor S670);



2.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tshun 2008
Nomer 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5150) scbagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraun Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nemor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5187);

v 'S. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah

Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sckolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah;

6. Peraturan Menterl Pendidikan Nasional Nemor 15 Tahun 2010
tentang  Standar Pelayanan Minimal Pendidikan  di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minima)
Pendidikan di Kabupaten/Kota:

L77. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik
indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013

tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah;

8. Keputusan Direktur Jenderal Islam Nemor 5885 Tahun 2015
tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah,
Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah
Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan
Dokumen Izin Pendirian Madrasabh,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ;| KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI I1ZIN
PENDIRIAN/ OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH
BAITURRAHMAN SUKANAGARA.

KESATU : Memberikan Keputusan Pengganti !zin Pendidm/Ope;as!onal
Madrasah yang hilang kKepada madrasah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan
Keputusan ini.



KEDUA . Pemberian izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU dapat dicabut, apabila madrasah yang
bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pads tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Agustus 2016




LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 749 TAHUN 2016

TENTANG

PENERBITAN KEPUTUSAN
OPERASIONAL MADRAS

PENGGANTI 121N PENDIRIAN /
AH ALIVAH BAITURRAHMAN

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN KEPUTUSAN PENGGANTI I1ZIN
PENDIRIAN/OPERASIONAL

Nama Madrasahk

Madrasah Aliyal SBaiturrahman
Sukanagara

Nomor Statistik Madrasah

131232030025

Alameat Madrasah

JI. Kaum 11 02/04

Desa Sukanagara
Kecamatan Sukanagara
Kabupaten Cianjur
Provins{ Jawa Barat

Nama Organisasi Penyclenggara

Yayasan Baiturrahman Sukanagara

Akte Notaris Organisasi
Penyelenggara

Nisa Yuliani, SH.,M.¥n
No. 132 Tanggal 30 Desember 2015

(o)

Pengesahan Akte Notaris
Organisasi Penyelenggara

AHU-0034370.AH.01.04,Tahun 2015
Tanggal 30 Desember 2015

g, KEPALA KANTOR WILAYAH

’-..,C. e

{TERIAN AGAMA




